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ABSTRAK

Alasan pembenar dan pemaaf dalam suatu perjanjian yang memberikan alasan
kepada debitor untuk tidak memberikan penggantian biaya rugi dan bunga

dalam hal debitor tidak dapat memenuhi prestasinya
diwajibkan untuk menyelesaikan prestasinya.

Namun deditor

Kata Kunci : Alasan Pembenar dan Pemaaf , Pembiayaan Konsumen

A. TENTANG PRESTASI DALAM
PERJANJIAN

Menurut Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata
bahwa perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.

Ini berarti dari suatu
perjanjian lahirlah prestasi
dari satu orang atau lebih kepada
satu orang atau lebih yang berhak
atas prestasi tersebut dan prestasi
ini harus dipenuhi.

Konsekuensi hukum dari
rumusan Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
tersebut bahwa dalam perjanjian
ada dua pihak , satu pihak
merupakan pihak yang wajib
melaksanakan sesuatu yang
disebut prestasi adalah  pihak
debitor sedangkan pihak lainnya
merupakan pihak yang berhak atas
sesuatu adalah pihak kreditor.
Prestasi adalah objek hukum.

Hukum perjanjian merupakan
bagian dari hukum perikatan .

Kemampuan suatu pihak untuk
melaksanakan  prestasi  dapat
berbeda antara yang satu dengan
yang lain. Mengenai kemampuan
untuk melaksanakan prestasi ini
dapat dibedakan atas dua yakni

kemampuan objektif dan
kemampuan subjektif.
Kemampuan objektif

merupakan kemampuan untuk
melaksanakan  prestasi  tanpa
memperhatikan pihak yang
melaksanakan prestasi tersebut.
Kemampuan subjektif merupakan
kemampuan yang melekat pada
diri debitor yang wajib untuk
melaksanakan prestasi tertentu.
Pada perikatan untuk
melaksanakan sesuatu yang tidak
mungkin dilaksanakan oleh
manusia sebagai pihak dalam
perikatan adalah batal. Apabila
debitor tidak dapat melaksanakan
prestasinya dalam suatu perikatan
tidaklah membatalkan perikatan
tersebut , tetapi debitor harus
memberikan penggantian biaya ,
rugi dan bunga kepada pihak
kreditor.

Ditinjau dari sifat prestasi

yang harus dilakukan , secara
teoritis dikenal dua macam
prestasi , yakni prestasi yang

hanya dapat dilaksanakan oleh
debitor sendiri dan prestasi yang
pelaksanaannya dapat dilakukan
tanpa kehadiran debitor atau
prestasi yang  tidak  perlu
dilaksanakan sendiri oleh debitor.

Prestasi yang pertama adalah
prestasi yang lahir dari perikatan
untuk melakukan sesuatu yang
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timbul karena keahlian diri pribadi
debitor. Misalnya perikatan yang
lahir dari kesepakatan untuk
membuat lukisan yang dibuat
karena keahlian debitor .

Prestasi yang kedua adalah
prestasi yang keberadaannya
bergantung pada  keberadaan
debitor  tertentu , tetapi
pelaksanaannya dapat dilakukan
tanpa kehadiran atau tanpa
bantuan debitor sendiri. Dalam
perikatan untuk  memberikan
sesuatu misalnya dalam perjanjian
jual beli , kewajiban pembayaran
oleh  pembeli  tidak  harus
dilakukan sendiri oleh pembeli ,
melainkan dapat dilakukan oleh
pihak lain untuk kepentingan dan
dan atas nama pembeli.
Pembayaran yang telah dilakukan
oleh pihak lain tersebut demi
hukum menghapuskan kewajiban
pembeli untuk melakukan
pembayaran  kembali  kepada
penjual. Dalam perjanjian untuk
tidak melakukan sesuatu sudah
ditentukan dalam Pasal 1241 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
bahwa apabila perikatan itu tidak
dilaksanakannya , kreditor boleh
juga dikuasakan supaya dia
sendirilah yang mengusahakan

pelaksanaannya atas biaya
debitor.
B. TENTANG PEMBIAYAAN
KONSUMEN

Menurut Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan Pasal 1ayat ( 7 )
ditentukan bahwa Pembiayaan
Konsumen (Consumer Finance)
adalah kegiatan pembiayaan
untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan
konsumen dengan
pembayaran secara angsuran.
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Unsur-unsur yang terkandung
dalam pengertian pembiayaan
konsumen sebagai berikut :

1. Subjek adalah pihak-pihak yang
terkait dalam hubungan hukum
pembiayaan konsumen , yaitu
perusahaan pembiayaan
konsumen ( kreditor ) ,
konsumen ( debitor ) , dan
penyedia barang ( pemasok ,

supplier ).

2. Objek adalah kendaraan
bermotor , alat-alat rumah
tangga , barang-barang

elektronik, serta perumahan.
3. Perjanjian, yaitu perbuatan
persetujuan pembiayaan yang
diadakan antara perusahaan
pembiayaan konsumen dan
konsumen, serta jual beli

antara pemasok dan
konsumen. Perjanjian  ini
didukung oleh dokumen-
dokumen.

4. Hubungan hak dan kewajiban,
yaitu perusahaan pembiayaan
konsumen wajib membiayai
harga pembelian barang yang
diperlukan  konsumen  dan
membayarnya secara tunai
kepada pemasok. Konsumen
wajib membayar secara
angsuran kepada perusahaan
pembiayaan konsumen , dan
pemasok wajib menyerahkan
barang kepada konsumen.

5. Jaminan, vyaitu terdiri atas

jaminan utama, jaminan
pokok, dan jaminan tambahan.
Jaminan utama berupa
kepercayaan terhadap

konsumen (debitor) bahwa
konsumen dapat dipercaya
untuk membayar angsurannya
sampai selesai. Jaminan pokok
secara fidusia berupa barang
yang dibiayai oleh perusahaan
pembiayaan konsumen dimana
semua dokumen kepemilikan
barang dikuasai oleh
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perusahaan pembiayaan
konsumen (fiduciary transfer
of ownership) sampai angsuran
terakhir  dilunasi.  Adapun
jaminan tambahan berupa
pengakuan hutang ( promissory
note) dari konsumen.

Adapun karakteristik dari
pembiayaan konsumen antara

lain :

1. Sasaran pembiayaan jelas,
yaitu konsumen yang
membutuhkan barang-barang
konsumsi.

2. Objek pembiayaan berupa
barang-barang untuk
kebutuhan  atau  konsumsi
konsumen.

3. Besarnya  pembiayaan yan
diberikan oleh  perusahaan
pembiayaan konsumen kepada
masing-masing konsumen
relatif kecil.

4. Risiko pembiayaan relatif lebih
aman karena  pembiayaan
tersebar pada banyak
knsumen.

5. Pembayaran  kembali oleh
konsumen kepada perusahaan
pembiayaan konsumen
dilakukan secara angsuran.
Dalam transaksi pembiayaan

konsumen ada tiga pihak, yakni

perusahaan pembiayaan

konsumen, konsumen dan

pemasok (supplier).

1. Pihak Perusahaan
Pembiayaan Konumen
adalah badan usaha yang
melakukan pembiayaan

pengadaan barang untuk
kebutuhan konsumen dengan
sistem pembayaran angsuran.
Perusahaan pembiayaan ini
sesuai dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Lembaga Pembiayaan Pasal
6 harus berbentuk badan
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hukum, vyaitu Perseroan
Terbatas dan Koperasi.
Dalam transaksi pembiayaan

konsumen, perusahaan
pembiayaan konsumen
berkedudukan sebagai

kreditor, yaitu pihak pemberi
biaya konsumen.

Konsumen adalah pembeli
barang yang dananya dibiayai
oleh perusahaan pembiayan
konsumen. Dalam Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2009
tidak ditentukan tentang
status konsumen. Dengan
demikian, konsumen tersebut
dapat berstatus perseorangan
dapat juga berstatus badan

usaha. Dalam transaksi
pembiayaan konsumen,
konsumen berkedudukan
sebagai debitor, yaitu pihak
penerima biaya dari
perusahaan pembiayaan
konsumen.

Pemasok ( supplier ) adalah
penjual, vyaitu perusahaan
atau pihak-pihak yang
menjual atau menyediakan
barang-barang yang
dibutuhkan konsumen dalam
rangka pembiayaan
konsumen. Barang-barang
yang di jual atau disediakan
oleh pemasok (supplier)
merupakan barang-barang
konsumsi  yang  menurut
ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor
84/PMK.012/2006  Tentang
Perusahaan Pembiayaan

Pasal 6 ayat (2) antara lain
kendaraan bermotor , alat-
alat rumah tangga , barang-
barang  elektronik  serta
perumahan. Pembayaran atas
harga barang-barang yang

dibutuhkan konsumen
tersebut dilakukan oleh
perusahaan pembiayaan
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konsumen kepada pemasok
(supplier).

Hubungan hukum dalam

pembiayaan konsumen :

1.

Hubungan antara
perusahaan pembiayaan
konsumen dan konsumen.

Hubungan ini didasarkan
pada kontrak pembiayaan
konsumen. Atas dasar
kontrak yang sudah mereka
tanda tangani, maka secara
yuridis para pihak terikat
akan hak dan kewajiban
masing-masing yang harus
dilaksanakan dengan iktikad
baik dan tidak dapat
dibatalkan secara sepihak.
Kewajiban perusahaan
pembiayaan konsumen
adalah menyediakan dana
(kredit) kepada konsumen
sejumlah uang yang
dibayarkan secara tunai
kepada pemasok atas
pembelian barang yang
dibutuhkan konsumen.
Adapun kewajiban
konsumen adalah membayar
kembali dana (kredit)
secara angsuran sampai
lunas kepada perusahaan
pembiayaan konsumen.
Apabila dana (kredit) sudah
dicairkan dan barang sudah
diserahkan oleh pemasok
kepada konsumen, maka
barang tersebut langsung
menjadi milik konsumen.
Akan tetapi, jika sampai
angsuran terakhir belum
dibayar lunas, maka barang
tersebut menjadi jaminan
utang secara fidusia.
Dengan demikian, hubungan
kontraktual antara
perusahaan pembiayaan
konsumen dan konsumen
sejenis dengan perjanjian
kredit pada umumnya.
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Dalam hal ini ketentuan-
ketentuan tentang
perjanjian dalam  Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata berlaku sepanjang
tidak ditentukan lain. Hak
perusahaan pembiayaan
konsumen adalah menerima
pembayaran kembali dana
(kredit) secara angsuran

sampai lunas dari
konsumen. Hak konsumen
adalah menerima

pembiayaan dalam bentuk
dana (kredit) sejumlah uang
yang dibayarkan secara
tunai  kepada  pemasok
(supplier) untuk pembelian
barang yang dibutuhkan
konsumen.

Hubungan antara
perusahaan pembiayaan
konsumen dan pemasok
(supplier).

Di dalam hubungan antara
perusahaan pembiayaan

konsumen dan pemasok

tidak ada hubungan
kontraktual. Antara
perusahaan pembiayaan

konsumen dan pemasok
tidak ada hubungan hukum
yang khusus , tetapi bagi
perusahaan pembiayaan
konsumen sebagai pihak
ketiga yang disyaratkan
melakukan pembayaran atas
barang-barang yang dibeli
konsumen dari pemasok.

Sehubungan dengan
persyaratan tersebut,
apabila perusahaan
pembiayaan konsumen
melakukan wanprestasi,

sementara kontrak jual beli
dan kontrak pembiayaan
konsumensudah selesai
dilakukan, maka jual beli
bersyarat yang  terjadi
antara pemasok dan
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konsumen tersebut dapat
dibatalkan oleh pemasok.

Selanjutnya konsumen
dapat menggugat
perusahaan pembiayaan

konsumen karena telah
melakukan wanprestasi.
Hubungan antara Konsumen
dan

Pemasok (supplier)

Konsumen untuk
mendapatkan barang yang
dibutuhkan akan

menghubungi  perusahaan
pembiayaan konsumen guna

memperoleh pembiayaan
berupa dana (kredit) dan
menghubungi pemasok

(supplier) sebagai penjual
atau penyedia barang..
Dalam transaksi pembiayaan
konsumen ada 2 hubungan
kontraktual , yaitu :

a. perjanjian pembiayaan
konsumen antara
perusahaan pembiayaan
dengan konsumen;

b. perjanjian jual beli

antara pemasok
(supplier) dengan
konsumen.

Hubungan antara konsumen
dan pemasok (supplier)
terjadi karena adanya
perjanjian jual beli
bersyarat , dimana pemasok
(supplier) sebagai penjual
menetapkan syarat bahwa
pembayaran atas harga
barang akan dilakukan oleh

pihak ketiga, yaitu
perusahaan pembiayaan
konsumen. Dengan

demikian, apapun alasannya
apabila pihak ketiga, yaitu

perusahan pembiayaan
konsumen melakukan
wanprestasi, sehingga tidak
melakukan pembayaran
secara tunai kepada
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pemasok (supplier), maka
jual beli antara pemasok
(supplier) dengan konsumen
akan dibatalkan.

Semua ketentuan tentang
jual beli berlaku dalam
pembiayaan konsumen
sepanjang relevan dan/atau
tidak ditentukan lain
misalnya tentang ketentuan
kewajiban menanggung dari
pihak pemasok (supplier)
bahwa barang tidak ada
cacat tersembunyi dan
kewajiban purna jual.

C. TENTANG ALASAN PEMAAF dan

PEMBENAR TIDAK  DAPAT
DILAKSANAKANNYA SUATU
PRESTASI OLEH DEBITOR

Dalam Bagian Keempat Bab
Kesatu Buku Ketiga Kitab Undang
-Undang Hukum Perdata ada dua
pasal yang memberikan alasan
pembenar bagi debitor yang tidak
dapat melaksanakan prestasinya
sesuai dengan kewajiban yang
telah ditentukan dan pada saat
yang ditetapkan. Kedua pasal
tersebut adalah Pasal 1244 dan
Pasal 1245 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Pasal 1244 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
menentukan bahwa jika ada
alasan untuk itu, debitor harus
dihukum mengganti biaya, rugi,
dan bunga, apabila ia tidak dapat
membuktikan bahwa hal tidak
atau tidak pada waktu yang tepat
dilaksanakannya perikatan itu,
disebabkan karena suatu hal yang
tidak terduga pun tak dapat
dipertanggungjawabkan
kepadanya, kesemuanya itupun
jika iktikad buruk tidaklah ada
pada pihaknya.

Menurut ketentuan ini berarti
debitor tidak dapat diwajibkan
untuk penggantian biaya,
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kerugian dan bunga kepada
kreditor, meskipun debitor telah
lalai melaksanakan kewajibannya
berdasarkan  suatu  perikatan
pokok/asal selama  dan
sepanjang terjadi hal-hal sebagai
berikut: 1. Ada suatu hal yang
tidak terduga sebelumnya
pada saat perikatan dilahirkan,
yang tidak memungkinkan
dilaksanakannya perikatan pada
saat yang telah ditentukan atau
yang sama sekali tidak
memungkinkan pelaksanaan dari
perikatan tersebut. Hal ini
mengakibatkan debitor berada
dalam keadaan cidera janji,
tanpa membatalkan perikatan itu
sendiri.

2. Hal yang tidak terduga
tersebut merupakan suatu
peristiwa yang berada diluar
tanggung jawab debitor. Ini

merupakan hal wajar
mengingat  bahwa  suatu
perikatan yang

pelaksanaannya digantungkan
pada kehendak debitor
adalah batal demi hukum .
Perikatan tersebut dianggap
tidak pernah ada. Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata memberikan beban
pembuktian pada pihak
debitor. Hanya dalam hal
debitor dapat membuktikan
bahwa peristiwa yang terjadi,

yang menyebabkan dirinya
tidak dapat melaksanakan
perikatan merupakan

peristiwa yang belum terduga
sebelumnya dan bahwa
peristiwa  tersebut  tidak
dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya, atau dengan kata
lain , tidak berada dibawah
kekuasaannya untuk
mencegah terjadinya
peristiwa tersebut atau
peristiwa tersebut bukanlah

3.

diberikan oleh
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sesuatu yang dikehendaki
atau  direncanakan  oleh
debitor yang telah berada
dalam keadaan cidera janji.
Debitor tidak memiliki iktikad
buruk untuk tidak melaksana-
kan kewajiban yang telah
dibebankan kepadanya
berdasarkan perikatan yang
telah ada diantara debitor
dengan kreditor. Dengan
rumusan yang menyatakan
bahwa selama tidak ada iktikad
buruk padanya, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
bermaksud menyatakan bahwa
cukup debitor berada dalam
keadaan netral saja dan tidak
perlu berlebihan dalam
menyikapi terjadinya peristiwa
yang tidak terduga tersebut,
yang tidak berada dibawah
tanggung jawabnya yang
menyebabkan debitor tidak
dapat melaksanakan
kewajibannya berdasarkan
perikatan yang sudah ada.
Pasal 1245 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
menentukan bahwa tidaklah
biaya, rugi dan bunga, harus
digantinya, apabila lantaran
keadaan memaksa atau
lantaran suatu kejadian tidak
disengaja, debitor berhalangan
memberikan atau  berbuat
sesuatu yang diwajibkan, atau
lantaran hal-hal yang sama
telah melakukan perbuatan
yang terlarang.

Sesuai dengan rumusan yang
kedua pasal

tersebut dapat diketahui bahwa :

1.

Alasan pemaaf dan alasan
pembenar merupakan alasan
yang mengakibatkan debitor
yang tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai
perikatan pokok/asal, tidak
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2.

3.

4.

diwajibkan untuk mengganti
biaya, kerugian dan bunga.
Alasan pembenar merupakan

alasan yang berhubung
dengan ketidakmampuan
objektif untuk memenuhi
perikatan yang ada sedangkan
alasan pemaaf merupakan
alasan yang berhubungan
dengan ketidakmampuan

subjektif dalam memenuhi
perikatan.

Alasan pemaaf dan alasan
pembenar yang diperbolehkan
tersebut bersifat limitatif
dengan pengertian bahwa
selain yang disebutkan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tidak dimungkinkan
bagi debitor untuk
mengajukan alasan lain yang
dapat membebaskannya dari
bunga dalam hal debitor telah
cidera janji. Hal ini harus
dibedakan dari suatu keadaan
dimana kreditor tidak
menuntut pelaksanaan
penggantian biaya , kerugian
dan bunga dari debitor yang
telah cidera janji.

Alasan pembenar yang
diperbolehkan adalah suatu
keadaan memaksa atau yang
kejadian tidak disengaja yang
mengakibatkan debitor
terhalang untuk memberikan
atau berbuat sesuatu yang
diwajibkan atau melakukan
suatu perbuatan yang
terlarang baginya. Keadaan
memaksa atau kejadian yang
tidak disengaja ini merupakan
suatu alasan yang bersifat
objektif yan dalam pandangan
setiap orang, tidak hanya
debitor secara pribadi dengan
terjadinya peristiwa memaksa
atau tidak terduga tersebut,
tidak mungkin dapat
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melaksanakan perikatan yang
telah ditetapkan.

5. Alasan pemaaf yang dapat
dijadikan  alasan adalah
terjadinya suatu hal yang
tidak terduga, yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya selama tidak ada
iktikad buruk. Sehubungan
dengan alasan pemaaf ini,
unsur tidak dapat diper-
tanggungjawabkan kepada
debitor memegang peranan
yang sangat penting karena
alasan ini bergantung pada

kemampuan subjektif dari
debitor  tersebut. Dengan
demikian, apabila debitor

masih dapat dipertanggung
jawabkan atas tidak dapat
dipenuhinya kewajiban atau
prestasi yang wajib
dipenuhinya tersebut, debitor
berkewajiban untuk mem-
bayar ganti rugi, biaya dan
bunga.

D. ALASAN PEMAAF DAN PEMBENAR

DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN

Dalam putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
Nomor : 79/PEN/BPSK-MDN/2012.
Adapun yang menjadi
pertimbangan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen dalam perkara
ini konsumen yang bernama David
Hermansyah Panjaitan membeli
satu unit mobil type Mercedes
Benz C-180 MT BK 333FJ dengan
nomor mesin 111920.60.082357
dan nomor rangka
MHL202018.0L021567 secara kredit
dengan cicilan perbulan sebesar
Rp. 2.593.000,- selama 24 bulan,
kemudian pada pembayaran cicilan
ke 7, 8 dan 9 menunggak karena
alasan terjadinya hal yang diluar
kemampuannyadan dengan iktikad
baik, dimana konsumen
menyerahkan mobil tersebut
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dengan cara menitipkan mobil
tersebut kepada PT. Sinar Mas
Multifinance sebagai perusahaan
pembiayaan konsumen dan akan
membayar tunggakannya pada
tanggal 25 November 2012 beserta
administrasinya.

Bahwa sesuai dengan surat
pernyataan tanggal 26 November
2012  konsumen datang untuk
membayar tunggakannya , namun

tidak memperoleh kepastian dan
harus membayar semua cicilan
sebesar Rp. 47.662.734,-

Bahwa berdasarkan bukti-bukti K 1
s/d K 6 bahwa konsumen telah
beriktikad baik untuk melanjutkan
cicilannya  sesuai  pernyataanya,
dimana pelaku usaha tidak beriktikad
baik dalam menjalankan usahanya
dan juga tidak pernah hadir
dipersidangan  setelah  dipanggil
dengan patut, maka beban
pembuktian yang seharusnya
dilakukan oleh pelaku usaha, menurut
Pasal 22 Kepmen Perindag Rl No.
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen, maka pelaku usaha telah
nyata tidak dapat membuktikan
kesalahan konsumen.

Bahwa serah terima kendaraan secara
baik dengan dibarengi surat
pernyataan dan sesuai dengan
waktunya tanggal 26 November 2012
, tetapi mobil tersebut tidak
diserahkan oleh pelaku usaha kembali
kepada konsumen dan perjanjian atas
mobil tersebut tidak dijamin dengan
fidusia apalagi dicatatkan.
Berdasarkan hal ini pelaku usaha
dengan semena-mena telah
melanggar hak konsumen dan pelaku
usaha telah tidak memperlakukan
atau melayani konsumen secara
benar dan jujur sesuai dengan
kewajiban pelaku usaha yang diatur
Pasal 7 Undang -Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
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Bahwa mobil tersebut tidak diikat
dengan fidusia , maka konsumen
berhak kembali melanjutkan kredit
tersebut dan pelaku usaha harus
mengembalikan mobil Mercedes Benz
C-180 MT BK 333 FJ dan jika terjadi
pelelangan adalah perbuatan
melawan hukum dan lelang itu batal
demi hukum , pelaku usaha telah
melanggar perbuatan yang dilarang
oleh Pasal 8 dan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Pasal ini
mengatur tentang azas Undang -
Undang Perlindungan Konsumen
yaitu azas keadilan , keseimbangan ,
keamanan serta kepastian hukum.
Bahwa peraturan yang berlaku dalam
suatu kredit, apabila konsumen
berhenti membayar, maka prioritas
untuk membeli adalah konsumen,
dengan demikian tanpa
sepengetahuan  konsumen,  mobil
tersebut dilelang adalah perbuatan
semena-mena dan fidusia dalam
perjanjian pembiayaan tersebut tidak
terbukti ada apalagi didaftarkan di
kantor Hukum dan Ham RI , dengan
tidak didaftarkannya fidusia tersebut
maka membeli secara kredit adalah
domein hutang piutang dan pelaku
usaha melelang mobil tersebut tanpa
prosedur yang jelas adalah perbuatan
melawan hukum, dengan demikian
lelang yang dilakukan oleh pelaku
usaha adalah cacat hukum, dan
sampai pengaduan ini  diajukan
konsumen, pelaku usaha tidak ada
menunjukkan bukti bahwa mobil
tersebut telah dilelangnya, pelaku
usaha telah melanggar hak konsumen
yaitu Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

Bahwa pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan usahanya tidak
sesuai dengan vyang diamanatkan
Undang-Undang Perlindungan
Konsumen yaitu untuk mendapatkan/
meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat banyak dan sekaigus
mendapatkan barang dan/atau jasa

yang diperoleh dari pedagangan
tanpa mengakibatkan kerugian
konsumen.

Bahwa isi perjanjian pembiayaan

bersama dengan penyerahan milik
secara fidusia dimaksud seyogianya
tidak dapat diberlakukan kepada
konsumen.karen berasarkan
penjelasan Pasal 18 ayat (1) dilarang
membuat dan mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen,
dapun larangan tersebut dicantumkan
untuk  menempatkan  kedudukan
konsumen setara dengan pelaku
usaha berdasarkan prinsip kebebasan
berkontrak, maka dengan demikian
sesuai dengan Kepmen Perindag RI
No. 350/MPP/Kep/12/2000 Tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
BPSK Pasal 3 ayat (c) dan ayat (k).
Bahwa merujuk pada Pasal 19 ayat
(1)Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang
menyatakan bahwa tanggung jawab
pelaku usaha memberikan ganti rugi
kepada konsumen baik berupa
pengembalian mobil dan/atau jasa
yaitu berupa pengembalian barang
yaitu mobil Type Mercedes Benz C-
180 MT BK 333 FJ Nomor Mesin
111920.60.082357 dan Nomor Rangka
MHL202018.0L.021567sepantasnya di-
kembalikan kepada konsumen, sesuai
dengan perjanjian kredit yang
ditanda tangani oleh pelaku usaha
dan konsumen. Jo Pasal 12 ayat (2)
KepmenPeridag Rl No.350/MPP/Kep/
12/2000 Tentang Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang BPSK Jo.Peraturan
Mahkamah Agung Rl No. 1 Tahun 2006
Pasal 19 ayat (2) sebagaiimana
dimaksud di atas, sehingga majelis
berpendapat ada kerugian dipihak
konsumen.

Menimbang , pelaku usaha telah
dipanggil secara patut , namun tidak
pernah hadir, maka sesuai dengan
Pasal 52 butir (a),(c),(g),(k)dari
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Jo. Pasal 36 ayat (3) Kepmen
Perindag RI No, 350/MPP/Kep/12/
2000, yang berbunyi : “Bila mana
pada persidangan kedua konsumen
tidak hadir, maka gugatannya gugur
demi hukum. Sebaliknya jika pelaku
usaha yang tidak hadir, maka gugatan

konsumen  dikabulkan, sehingga
majelis berpendapat gugatan
konsumen patut dikabulkan
seluruhnya.

E. SIMPULAN

Debitor yang tidak beriktikad
buruk tidak dapat diwajibkan untuk
memberikan  penggantian  berupa
biaya, kerugian, dan bunga kepada
kreditor, meskipun debitor telah lalai
melaksanakan kewajibannya ber-
dasarkan suatu perikatan pokok,
karena suatu hal yang tidak terduga
sebelumnya pada saat perikatan
dilahirkan, yang tidak memungkinkan
dilaksanakannya perikatan pada saat
yang telah ditentukan atau yang sama
sekali tidak memungkinkan
pelaksanaan dari perikatan tersebut.
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